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Pertanyaan:

1. Apakah pendidikan tinggi di Indonesia lebih berfungsi sebagai investasi atau sebagai

sinyal?
2. Apakah alokasi 20% APBN sudah menjamin kualitas?
3. Bagaimana menyeimbangkan efisiensi dan pemerataan?
Jawab:

1. Menurut saya, pendidikan tinggi di Indonesia masih berfungsi sebagai investasi sekaligus sinyal.
Sebagai investasi, kuliah memang bisa menambah pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja
seseorang di masa depan. Orang yang punya pendidikan tinggi biasanya lebih mudah mendapatkan
pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Tetapi di sisi lain, pendidikan juga sering dijadikan
sinyal atau “tanda” kemampuan seseorang. Banyak perusahaan lebih melihat gelar, nama kampus,
atau IPK sebagai bukti bahwa seseorang dianggap disiplin dan mampu bekerja, walaupun belum
tentu semua kemampuan nyata benar-benar tercermin dari ijazah tersebut. Jadi, di Indonesia

keduanya masih berjalan bersamaan.

2. Alokasi 20% APBN untuk pendidikan sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah memberi
perhatian besar terhadap sektor pendidikan, tetapi jumlah anggaran yang besar belum tentu
langsung menjamin kualitas pendidikan menjadi baik. Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh
bagaimana dana itu digunakan, apakah tepat sasaran, transparan, dan benar-benar fokus pada
peningkatan mutu guru, fasilitas, kurikulum, dan akses pendidikan. Dalam kenyataannya, masih
ada sekolah dengan fasilitas kurang memadai, ketimpangan kualitas antar daerah, dan masalah
kompetensi tenaga pendidik. Artinya, bukan hanya besar anggarannya yang penting, tetapi juga

efektivitas pengelolaannya.



3. Menyeimbangkan efisiensi dan pemerataan memang tidak mudah karena pemerintah harus
memastikan anggaran digunakan secara hemat tetapi tetap adil untuk semua daerah. Efisiensi
penting agar dana pendidikan tidak terbuang sia-sia, sedangkan pemerataan penting supaya semua
masyarakat, termasuk di daerah terpencil, punya kesempatan pendidikan yang sama. Cara
menyeimbangkannya bisa dilakukan dengan membuat kebijakan yang sesuai kebutuhan tiap
daerah, memprioritaskan wilayah yang masih tertinggal, dan tetap melakukan pengawasan agar
penggunaan dana tetap efektif. Jadi, pendidikan tidak hanya maju di kota besar, tetapi juga bisa

dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh Indonesia.



